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GUBERNU~. LAMPUNG 
I 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 21 !TAHUN 2017
 

I 

TEN1'ANG
 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG
 
TIPE B PEMERINTAH PROVINII LAMI'1.JWG
 

DENGAN RAHMAT TUJIAN YANG MARA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang ao	 bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang 
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan untuk menunjang kelancaran perpindahan 
orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan 
antannoda di ternpat tertentu, dapat dibangun dan 
diselenggarakan terminal dan sesuai dengan ketentuan 
Lampiran 0 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, disebutkan Pernerintah Provinsi 
melaksanakan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B; 

b.	 bahwa berdasarkan I pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, Bigar pengoperasian, pemeliharaan dan 
pembangunan termin-al dapat berjalan lancar, berdayaguna dan 
berhasilguna sehinggn masyarakat dapat terlayani dengan baik, 
perlu menetapkan:>eraturan Gubernur Lampung tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang 
Tipe B Pemerintah Provinsi Lampung; 

Mengingat	 1. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung 
dengar. mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 195') 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
menjadi Undang-Undang; 

20	 Undang-Undang NODLOr 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan; 

30	 Undang-Undang Norr.or 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

4.	 Undang-Undang Norror 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

50	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 
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7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara/ 
Pemeriksaan kendarsan Bermotor di Jalan dan Penindakan 
Pelanggaran Lalu Llin:as dan Angkutan Jalan; 

9.	 Peraturan Pemerintar Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan 
Lalu Lintas dan Ang cutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 203 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5468); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen 
Kebutuhan Lalu Lintas;, 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 
Jalan; 

, 
12.	 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Standar Pelayanan .Penyelenggaraan Terminal Penumpang 
Angkutan Jalan; 

13.	 Peraturan Menteri l'erhubungan Nomor 132 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan 
Jalan; 

14.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Rencana 'rata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 
Tahun 2009 sampai c.engan Tahun 2029; 

15.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Provinsi La.mpung Tahun 2015-2019; 

16.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukm dan Susunan Perangkat Daerah 
Pemerintah Provinsi Lampung; 

17.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Lampung; 

i 

/"'. Memperhatikan	 Peraturan Gubemur Lampung Nemer 86 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Dan Tar KeIja Dinas Perhubungan Provinsi 
Lampung; 

I 
MEMUTUSKAN: 

I

Menetapkan	 PERATURAN GUlIERNUR TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN JJENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG 
TIPE B PEMERINTAH )JROVINSI LAMPUNG. 

BJ.B I 

KETENTtiAN UMUM 

Pal.all 

Dalam Peraturan Gubernur Lampung ini yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Previnsi Lampung. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Gubemur beserta perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3.	 Gubernur adalah Gubernur Lampung. 

4.	 Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. 
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5.	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pdrhubungan Provinsi Lampung. 

6.	 Simpul adalah ternpat yang dipe~ltukkan bagi pergantian antarmoda dan 
intermoda yang berupa terminal,. stasiun kereta api, pelabuhan laut, 
pelabuhan sungai dan danau, darr/atau barang serta perpindahan moda 
angkutan, 

7.	 Terminal adalah pangkalan kendaras.n bermotor umum yang digunakan untuk 
mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang 
dan/atau barang, serta perpindahanmoda angkutan. 

8.	 Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra darr/atau antar 
moda trasportasi sertr, mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraa.i 
umum. 

9.	 Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan 
bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 

! 10.	 Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
mekanik berupa mesin selain kendar aan yang berjalan di atas rei. 

11.	 Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakanuntuk 
~ angkutan barang darr/atau orang dengan dipungut bayaran. 

12.	 Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 
tempat lain dengan menggunkan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, 

13.	 Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota 
lain yang melalui antar daerah Kabupaterr/Kota yang melalui lebih dari satu 
daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam 
trayek. 

14.	 Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota 
lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi 
dengan menggunakan mobil bus urnum yang terikat dalam trayek. 

15.	 Angkutan kota adalah angkutan deu4 satu tempat ke tempat lain dalam satu 
Daerah dengan menggunakan mobil !bus umum atau mobil penurnpang umum 
yang terikat dalam trayek. . 

I 

16.	 Mobil Penumpang Umum yang selanjutnya di sebut mobil penumpangadalah 
kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 
8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih 
dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk orang dengan 
dipungut bayaran. 

17.	 Mobil Bus Umum adalah kendaraar. bermotor angkutan orang yang memiliki 
tempat duduk lebih dari 8 (delapan' orang, termasuk untuk pengemudi atau 
yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan 
untuk orang dengan dipungut bayaran. 

18.	 Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan 
awak kendaraan. 

I 

19.	 Fasilitas utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan 
dan pengoperasian terminal. I 

20.	 Fasilitas penunjang adalah fasilitas ~ilihan yang menunjang penyelenggaraan 
dan pengoperasian terminal. I 

21.	 Jalur Keberangkatan Kendaraan Un11um adalah pelataran di dalam terminal 
yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang. 

22.	 Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang 
disediakan bagi kendaraan umum ur.tuk menurunkan penumpang. 



23.	 Tempat Tunggu Kendaraan Umun:. adalah pe1ataran di dalam terminal 
penumpang yang disediakan bagi ker.daraan umum untuk menunggu dan siap 
menuju jalur pemberangkatan. 

24.	 Tempat Istirahat Kendaraan adals h pelataran di dalam terminal yang 
disediakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk istirahat sementara 
dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. 

25.	 Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam 
terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan 
perjalanan. . 

26.	 Penyidlkan tlndak pidana di bidang: 
~ 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 
di bidang Lalu Lintas dan AngkutEln Jalan yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. I 

I 
BA:81I 

MARSUD DAN TUJUAN
 

Pasal2
 

(I)	 Maksud ditetapkan Peraturan Gubemur ini adalah untuk memberikan dasar 
hukum dan pedoman dalam penyeler.ggaraan terminal penumpang type B. 

(2)	 Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur bertujuan untuk: 

a.	 menunjang ke1ancaran perpindahan orang dan/atau barang serta 
keterpaduan intra moda dan antar moda; 

b. terwujudnya batasa.n dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan 
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal; 

c. terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna 
terminal; dan 

e. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman,tertib, lancar 
dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat. 

BAB III
 

RUANG l-INGKUP
 

Pal.al3
 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: 
a.	 kewenangan penyelenggaraan terminal; 

b. penetapan lokasi; 

. c. Tipe dan kelas terminal; 

d.	 pembangunan terminal; 

e.	 fasilitas terminal; 

f.	 Lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal; 

g.	 pengoperasian terminal; 

h. penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas terminal; 

1.	 Sistem informasi manajemen terminal; 

j.	 Sumber daya manusia; 
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k.	 pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal; dan 

1.	 kewajiban. 

BA3 IV 

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TERMINAL 

Pae.a14 

(1)	 Penyelenggaraan terminal meliputi pengoperasian, pemeliharaan dan 
pembangunan. 

(Z)	 Penyelcnggaraan terminal sebagaimalla dlmaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Dinas. 

(3)	 Pengoperasian dan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
di pimpin oleh Kepala terminal yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, 

BABV 

PENETAPAN LOKASI TERMINAL 

Paaa1 S 

.~ (1)	 Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana 
kebutuhan simpul terminal. 

(2) Simpul	 terminal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Gubemur. 

Pas!a16 

Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diltetapkan 
dengan memperhatikan: i 
a. tingkat aksesibilitas penggunajasa angkutan; 

b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tatia Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten; 

c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, 
jaringan trayek, dan jaringan lintas; 

d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan Zatau pusat kegiatan; 
~ 

e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; 

f. permintaan angkutan; 

g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi; 

h. keamanan dan keselametan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 

i. kelestarian fungsi lingkungan hidup, 

BAll VI 

TIPE DAN KELAS TERMINAL 

BaglaD kesatu 
Tipe T~rminal 

Pasa17 

•	 Terminal penumpang Tipe B merupakan terminal yang peran utamanya melayani 
kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang dipadukan 
dengan pelayanan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan. 



Baglan Kedua 

Kelas TermlDal 

Paaal8 

! (1) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelar., yaitu: 

a. kelas 1 (satu): 

b. kelas 2 (dua); dan 

c. kelas 3 (tiga). 

(2)	 Klasifikasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan rnelalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani 
dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut: 

a. tingkat permintaan angkutan; 

b. keterpaduan pelayanan angkutan; . 

c. jumlah trayek; 

d. jenis pelayanan angkutan; , 

e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan 

f. simpul asal dan tujuan angkutan. i 

Baglan Ketiga
 

Kewenangan Penetapa:1l Terminal Penumpang
 

Pasal 9
 

Gubernur dengan memperhatikan masukan Bupatijwalikota menetapkan terminal 
penumpang tipe B. 

Bagian ICeempat 

Perubahan Penetapan TermlDal Penumpang 

PaBlL110 

(1)	 Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat 
dilakukan perubahan. ' 

(2)	 Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 
evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali. I 

(3)	 Dalam hal terjadi perubahan jarint,an jalan dan perubahan perkembangan 
wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(4)	 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas. 

BAEVII
 

PEMBANGUNAN TERMINAL
 

Paslilll
 

(1)	 Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah 
Daerah. 

(2)	 Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikeljasamakar•. dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. . 
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PaSll1 12 

Pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan: 

a. dokumen studi kelayakan: 
b. rancang bangun; 
c. buku kerja rancang bangun; 
d. rencana induk terminal; 
e. analisis dampak lalu lintas; dan 
f. analisis mengenai dampak lingkungar., 

Paa>l113 

Dokumen studi kelayakan sebagaimara dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, 
finansial dan lingkungan. 

Paaal14 

Rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b 
merupakan dokumen yang memuat desaia tata letak fasilitas terminal. 

Pasal15 

(1)	 Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b, merupakan dokumen teknis yang memuat Detail Engineering Design 
(OED) terminal yang paling sedikit meliputi: 

a. struktur bangunan; 

b. mekanikal elektrikal; 

c. instalasi air dan drainase; 

d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran; 

e. perangkat media informasi; 

f. perangkat keamanan; 
g. lansekap; 

h. arsitektural: dan 
~. i. rencana anggaran biaya. 

(2)	 Pembuatan buku kerja rancang bsngun terminal penumpang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: 

a. prakiraan volume angkutan yang clilayani; 
b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal penumpang; 

c. pola pergerakan kendaraan dan pcla pergerakan orang didalam terminal; 

d. manajemen dan rekayasa lalu lintas didalam dan di sekitar terminal; dan 

e. arsitektural dan lansekap terminal. 

(3)	 Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang didalam terminal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C meliputi: 

a. tidak terjadi perpotongan antara aksee masuk dan keluar penumpang baik 
yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan; 

b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar terminal; 
I 

c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses 
kendaraan; I 

d. ditempatkan dropping zone untuk kendaraan; 
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e.	 pengaturan sirkulasi kendaraan didepan terminal untuk mendukung 
!asilitas perpindahan moda. 

Paslll16 

(1)	 Rencana induk terminal sebagaimnna dimaksud dalam Pasal 12 huruf c 
mempakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal dimasa yang 
akan datang. 

(2)	 Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 

a. kondisi saat ini; 

b. rencana pengembangan fasilitas utama; 

c.	 rencana pengembangan fasilitas penunjang; 

d.	 perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang didalam terminal; 

e.	 perubahan pola pergerakan lalu Iintas diluar terminal; dan 

f.	 perubahan pemanfaatan tata ruang disekitar terminal. 

(3) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
r- Gubernur. I 

(4)	 Rencana induk terminal sebagaimar.a dimaksud pada ayat (3) disusun untuk 
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, 

Pasa117 

Analisis Dampak Lalu lintas dan Analisis Mengenai Dampak lingkungan terminal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Iraruf e dan huruf f disusun dan dite..bitkan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

BAB VIII 

STANDAR PELAYANAN 

Pasal18 

(1)	 Standar pelayanan terminal penump.mg angkutanjalan meliputi: 

a. pelayanan keselamatan; 

b.	 pelayanan kearnanan; 

c.	 pelayanan kehandalarr/keteraturan; 

d.	 pelayanan kenyamanan; 

e.	 pelayanan kemudahanyketerjangkauan; dan 

f.	 pelayanan kesetaraan. 

(2)	 Keselamatan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a.	 lajur pejalan kaki; 

b. fasilitas keselamatan [alan terdiri atas rambu, marka, penerangan jalan, dan 
pagar; I 

c.	 jalur evakuasi; 

d. alat pemadarn kebakaran; 

e.	 pos, fasilitas dan petugas kesehatan; 

f.	 pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum; 

g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; 

h. informasi fasilitas keselamatan; 
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i. informasi fasilitas kesehatan; dan 
j.	 informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. 

(1)	 Keamanan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. fasilitas keamanan; 
b. media pengaduan gangguan keams nan; dan 

c.	 petugas keamanan. , 
(2)	 Kehandalan/keteraturan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana 

dimakeud- pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a.	 jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif 

kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis; 
I 

b. jadwal	 kendaraan bermotor umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan 
umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis; 

v.	 !d:.et penjualan; 
d.	 kantor kepala terminal, ruang kendall dan manajemen sistim informasi 

terminal; dan 
e.	 petugas operasional terminal. 

(3)	 Fasilitas kenyamanan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 
a.	 ruang tunggu; 
b. toilet; 
c.	 fasilitas peribadatan; 

d.	 ruang terbuka hijau; 
e.	 ruang makan; 

f.	 fasilitas dan petugas kebersihan; 

g.	 tempat istirahat awak kendaraan; 
h.	 area merokok; 
i.	 drainase; 
j. area yang tersedia jaringan interne r;
 
k, ruang baca; dan
 
1.	 lampu penerangan. 

(4)	 Kemudahan/keteIjangkauan di terminal penumpang angkutan jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .ruruf e, meliputi: 
a.	 letakjalur keberangkatan; 
b.	 letak jalur kedatangan; 
c.	 informasi pelayanan; 
d. informasi angkutan lanjutan; 
e. Inforrnasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan umum;
 
!'. ternpat penitipan barang;
 
g. fasilitas pengisian baterai; dan 

h.	 tempat naik dan turon penumpang; 

i.	 tempat parkir kendaraan bermotor umum dan kendaraan pribadi. 

(5) Kesetaraan	 ill terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f, meliputi: 
a.	 fasilitas penyandang cacat; dan 
b.	 ruang ibu menyusui. 
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BABIX
 

FASILITAS TERMINAL PENUMPANG
 

Bagiaa: Kesatu
 

Umum
 

Pasal19
 

(1)	 Setiap penyelenggaras.n terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas yang 
memenuhi persyaratan keselamatan jan keamanan. 

(2)	 Fasilitas Terminal penumpang sebagnimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. fasilitas utama; dan 

b. fasilitas penunjang. 

Bagia:a. Kedua
 

Fasilitas Utama
 

Pasal20
 

(1)	 Fasilitas utama sebagaimana dimaknud dalam Pasal19 ayat (2) huruf a, terdiri 
atas: 
a.	 jalur pemberangkatan kendaraan; 

b. jalur .kedatangan kendaraan;
 

~. n-ang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput
 

d.	 tempat parkir kendaraan; 

e.	 fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management); 

f.	 perlengkapan jalan; 

g.	 fasilitas penggunaan teknologi; 

h.	 media informasi; 

1.	 penanganan pengemudi; 

j.	 pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer seruice); 

k.	 fasilitas pengawasan keselamatan; 

1.	 jalur kedatangan penumpang; 

m.	 ruang tunggu keberangkatan (bo:lrding); 

n.	 ruang pembelian tiket; 

o.	 ruang pembelian tiket untuk bersama; 

p.	 outlet pembelian tiket secara online (single outlet ticketing online);
I 

q.	 pusat informasi {Information Cenl~e"; 
i 

r.	 papan perambuan dalam terminal (Signage); 

s.	 papan pengumuman; 

t.	 layanan bagasi (Lost and Found); 

u.	 ruang penitipan barang (Lockers); 

v.	 tempat berkumpul darurat (Assembly Point); dan 

w.	 jalur evakuasi bencana dalam terminal 

(2)	 Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf b, huruf v 
yang merupakan jalur keberangkatan, jalur kedatangan, Tempat berkumpul 
darurat (Assembly Foint) dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan 
dalam eatu area. 
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(3)	 Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan 
jumlah kendaraan, perusahaan dan waktu pemberangkatan dengan 
mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan. 

(4)	 Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas 
pengujian Iisik dan kesehatan awak kendaraan. 

, 

(5)	 Luasan, desain dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~ajib mempertimbangkan: 

I 

a.	 kebutuhan pelayanan angkutan orang; 

b. karakteristik pelayanan; 

c.	 pengaturan waktu tunggu kendaraan; 

d. pengaturan pola parkir; dan 

e.	 dimensi kendaraan. 

Bagian Ketlga 

Fasilitas penunjang 

Pasa121 

(1)	 Fasilitas penunjang s -bagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b 
merupakan fasilitas yang disediakar di terminal sebagai penunjang kegiatan 
pokok terminal. 

(2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a.	 fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui; 

b. fasilitas keamanan (checking point/metal deteetor/CCTV); 

c. fasilitas pelayanan keamanan; 

d. fasilitas istirahat awak kendaraan; 

e.	 fasilitas ramp check; 

f.	 fasilitas pengendapan kendaraan; 

P. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus; 

h. faailitas kesehatan; 

i.	 fasilitas peribadatan; 
j. tempat transit penumpang (hall);
 

k, a1at pemadam kebakaran;
 

1.	 fasilitas umum. 

(3)	 Fasilitas umum sebagaimana dimaksrd pada ayat (2) huruf 1 meliputi : 

a.	 toilet; 

b. fasilitas park and ride; 

c.	 tempat istirahat awak kendaraan; 

d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; 

e.	 fasilitas pemantauan kualitas udara dan gas buang; 

f.	 fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor; 

g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; 

h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
 
i, area merokok; i
 

j.	 fasilitas restoran; 

k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (,\TM); 
I 
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1.	 fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut); 

m. fasilitas telekomunikasi dan area (,lengan jaringan internet; 

n.	 fasilitas penginapan; 

o.	 fasilitas kemanan; 
p. ruang anak-anak;
 

q, media pengaduan layanan; dan/aiau
 

r,	 fasilitas urnurn lainnya sesuai kebutuhan, 

(4)	 Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dirnaksud pada lilYat (2) 
diaesuaikan dengan tipe dan klasifika.si terminal. 

Pas:u 22 

(1)	 Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil 
atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a luasan 
dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan. 

(2)	 Fasilitas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu 
dan/atau petunjuk. i
 

Bagian ~eempat
 
I 

Zona pelayanan Terminal 

Pas,d 23 

Terminal penumpang terbagi atas 4 (ernpat) zona pelayanan yang meliputi: 

a. Zona penurnpang sudah bertiket atau zona I; 

b. Zona penumpang belurn bertiket atau zona II; 

c. Zona perpindahan; dan 

d. Zona pengendapan. 

Pasa124 

(1)	 Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 23 huruf a n erupakan ternpat steri! yang khusus disediakan bagi 
penumpang bertiket yang telah siap raemasuki kendaraan. 

-r-«: (2) Zona penumpang sudah bertiket atar. zona I sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(1) rneliputi: 

a.	 Ruang tunggu, dapat berupa nang tunggu eksekutif (lounge) dan /utau 
ruang tunggu non eksekutif (non lounge); dan 

b.	 Ruang dalam yang ada di terminal setelah calo penurnpang melewati tempat 
perneriksaan tiket (boarding). 

Pasa125 

v-:	 :';;o"a lJellurnpang belurn bertiket atau zona II sebagaimana dirnaksud dalam 
pasal 23 huruf b merupakan tempat dirnana calon penurnpang, pengantar.dan 
orang umum rnendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah 
bertiket atau zona 1. 

(2)	 Zona penurnpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 

a.	 single outlet ticketing online; 

b.	 ruang fasilitas kesehatan; 
c.	 ruang kornersil (fasilitas perdagangan dan pertokoan]; 
d. fasilitas keamanan (checkpoint/metal detector/cctu); 

e. tempat transit penumpang; 
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f. ruang anak-anak; 
g. jalur kedatangan penumpang; 
h. tuang tunggu; 
i. ruang pembelian tiket bersama; 
j.	 pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus; 

k. pusat informasi; 
1. fasilitas penyandang cacat/lansia; 

m. toilet; 
n. ruang ibu hamil atau menyusui; 
o. ruang ibadah;
 
p, fasilitas kesehatan;
 
q. papan perambuan dalam terminal: 
r. layanan bagasi; 
s. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; 
t. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet; 

u. ruang penitipan barang:
 
v, ternpat parkir;
 
w. halaman terminal; 
x.	 area merokok; dan 
y.	 fasilitas kebersihan.
 

Pas;u 26
 

(1)	 Zona perpindahan sebagaimana dimnksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan 
tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan 
penumpang umum. 

(2) Dalam	 perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi angkutan 
penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang ngetem. 

I 

Pa8~ 27 

Zona pengendapan sebagaimana dimakilUd dalam Pasal 23 huruf d merupakan 
~ tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, ramp check, 

bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus. 

BABX
 

LINGKUNGAN KERJA DAN DARRAH PENGAWASAN TERMINAL
 

BagiaJl Kesatu
 

Daerah Lingkungan Kerja
 

Pasa128
 

(1)	 Lingkungan keIja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukan 
bagi fasilitas terminal sebagaimana dalam Pasal20. 

(2)	 Pengaturan dan pemanfaatan daereh lingkungan kerja terminal penumpang 
sebagairnana dimaksud pada ayat (l) menjadi tanggung jawab penyelenggara 
terminal, 

(3)	 Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk pelaksanaan pembangunan,pengembangan dan 
pengoperasian fasilitas terminal. 

:,,~	 Lingktmgan kerja terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 
kegiatan penyelenggaraan terminal. 
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BagiaJl. kedua 

Daerah PtJugawasau 

Pasu129 

(1)	 Daerah pengawasan terminal meruoakan daerah diluar daerah lingl:ungan 
kerja terminal yang diawasi oleh pen igas terminal untuk kelancaran arus lalu 
lintas disekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang. 

(2)	 Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui manajemen dan rekaya lalu lintas. 

BAn XI 

PENGOPERAS:(AN TERMINAL 

Pasll130 

Pengoperasian terminal meliputi kegiatan. 
a. perencanaan; 

b. pelaksanaan; dan 

c. pengawasan operasional terminal. 

PasI&131 

(1)	 Kegiatan perencanaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a 
meliputi rencana: 

a.	 penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; 

b.	 pengaturan lalu lintas dilingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal; 

c.	 pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum; 

d.	 pengaturan petugas di terminal; 

e.	 pengaturan parkir kendaraan; 
f.	 penyajian daftar rute perjalanan d.an tarif angkutan; 

g.	 penataan pelataran terminal memrut rute atau jurusan; 

h.	 penyusunanjadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan. 

(2)	 Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b sesuai 
dengan Standart Prosedur Opere.sional sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan Gubernur ini, 

(3)	 Kegiatan pengawasan sebagaimana d.maksud dalam pasal 30 huruf c meliputi: 

a.	 pemeriksaan terhadap kelengkapan adminstrasi kendaraan, meliputi: 

1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam 
perjalanan dan asal tujuan perjalanan; 

2) dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan; 

3) kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; 
dan 

4) pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang. 
, 

b.	 pemeriksaan fisik kendaraan bermotor urnum, meliputi:
I 

1) persyaratan teknis dan laik jalan;
 

2) fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 

3) fasilitas penyandang cacat, me nusia usia Ianjut, anak-anak dan wanita
 
hamil; dan 

4) identitas kendaraan, meliputi llama perusahaan, stiker danj'atau papan 
trayek dan jenis pelayanan. 
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c.	 Pemeriksaan awak kendaraan berrnotor umum meliputi:
 

1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 

2) pemeriksaan narkotika, psitropika dan zat adiktif (napza);
 

3) pemeriksaan kondisi kesehatan: dan fisik; dan
 

4) jam kerja pengemudi.
 

d.	 Pengawasan ketertiban terminal, D
i
lelipu ti:
 

1) pemanfaatan fasilitas utama terminal;
 

2) pemanfaatan fasilitas penunjang terminal;
 

3) ketertiban dan kebersihan fasil tas umum; dan
 

4J keamanan didalam terminal.
 

Pasa132 

Setiap mobil bus wajib melakukan pe-,nberangkatan penumpang dari terminal 
~ sesuai dengan kartu pengawasan, 

BAB XII
 

PENYEDIAAN,PEMANliAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL
 

Bagian Kesatu
 

Penyedlaan dan Pemanfaatan FasUitas
 

Pas:l1 33
 

(1) Penyediaan	 dan pengelolaan fasilitas utama dan penunjang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, 

(2)	 Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal34 

(1) P'emanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (2) dapat dipungutjasa pelayanan terminal. 

(2)	 Tata cara pernungutan, besaran pungutan, serta penggunaan hasil pungutan 
terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan, 

BagialL Kedua
 

PemeUharaan din pembangunan
 

Pasil13S
 

(1)	 Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan dan pembangunan 
terhadap terminal penumpang yang raenjadi kewenangan. 

(2)	 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 
pemeliharaan terhadap fasilitas utama,fasilitas penunjang serta daerah 
pengawasan terminal. 
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BAB XIII
 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL
 

PUll! 36
 

(1) Dalam penyelenggaraan terminal sesuai tipe dan kelasnya wajib menerapkan 
sistem informasi manajemen terminal. 

(2) Sistem informasi manajemen sebagaimana 
diperuntukkan sebagai piranti pengendalian 
informasi kepada pengguna terminal. 

dimaksud 
angkutan 

pada 
dan 

eyat (1) 
pemberian 

PasIl137 

Sistem informasi manajemen terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna 
terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. trayek dan rute; 
b.	 jadwalkedatangan dan keberangkatan kendaraan; 

c.	 tarif; 
d. peta; dan 
e.	 asal dantujuan pelayanan trayek. 

BAll: XIV 

SUMBER DAYA MANUSlA 

Pasa138 

(1)	 Kepala terminal dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang 
ditugaskan sesuai dengan kompetensinya. 

(2)	 Pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh sumber daya rnanusia yang memiliki kompetensi. 

Pasa139 

Kepala terminal harus memiliki kualifikari: 
a. Kompetensi	 manajemen pengelolaan terminal melalui pendidikan dibidang 

terminal dan 
b. Pengalaman	 bertugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 

3 (tiga) tahun. 

Pasal40 

Petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 ayat (1) terdiri 
atas: 
a.	 petugas adminlstrasi perkantoran; 

b.	 petugas pencatat kedatangan, keberangkatan dan faktor muat; 

c.	 pengatur lalu lintas; 

d.	 Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS); 

e.	 Penguji Kendaraan Bermotor (PKB); 
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f. petugas tekno1ogo infoi masi; 

g. petugas pelayanan; 

h. teknisi elektrika1; 

i. teknisi mekanikal; 

J. petugas kebersihan;
 

k, petugas kesehatan; dan
 

I.	 petugas pengamanan. 

Pasa141 

(1)	 Pengaturan jumlah dan waktu keja petugas terminal ditetapkan dengan 
memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian terminal. 

(2)	 Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat 
Kementerian Perhubungan atas usul Kepala Dinas seauai kewenangannya. 

, 

BABXV
 

PEMBINAAN, PENGAWASAN D.u' PENILAIAN KINERJA TERMINAL
 

Pas,d42 

(I)	 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal 
penumpang dilakukan oleh Kepala Dinas. 

(2)	 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal 
penumpang sebagaimana dimaksud »ada ayat (1) dilaksanakan secara periodik 
dan insidentil. 

(3)	 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal 
penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan 
dapat dibentuk tim dengan melibatkan instansi terkait. 

(4)	 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal 
penumpang sebagaimana dimaksud bada ayat (1) dapat digunakan untuk: 

, 

• a. melaksanakan tindakan korektif dalam pelayanan terminal penumpang; 
I 

b. meningkatkan kinerja pelayanan terminal; 

c. melaksanakan bimbingan teknis; dan 

d. melaksanakan penjatuhan sanksi administrasi. 

BAI1 XVI
 

KEWAJIBAN
 

Pasal43
 

Setiap orang yang berada di terminal wajib tunduk pada petunjuk dan ketentuan 
dari Penyelenggara Terminal dalam hal rrenjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, 
dan kesehatan di lingkungan danj'atau wilayah operasi terminal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan; 
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BAH XVII
 

KETENTU•.\N PENUTUP
 

Paul 44 

Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku psda tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tangga1 12 Mei 2017 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M.RIDHO FICARDO 

Diundangkan di Telukbetung
 
padatanggal12Mei2017
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS I LAVlPU NG, 

ttd 

II'. SUTONO, MM 
Pembina Utama Madya Salin. n sesu dengan aslinya

NIP. 19580728 198602 1002 KEPALA B 0 HUKUM, 

J 
ZULF~ S.H. M.H 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 I 003 

I 
BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG:TAHUN 2017 NOMOR ....?,L 
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STAl'fDAR PROSEDUR OPERASIORAL 

LAMPI RAN: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR 21 2017 
TAHUN 1 2 Mli1 2017 

No. KEGIATAN 

1 Kendaraan diarahkan ke dalam terminal untuk 
diarahkan ke area kedatangan dengan menghitung 
jumlah penumpang turun 

2 Petugas Terminal mengarahkan pengemudi untuk 
pemeriksaan kelengkepen surat kepada kepala Terminal 
untuk dtserehkan kepada PPNS dan Pcnguji untuk elicek 

3 Kendaraan yeing aken parkir diarahkan ke area parkir 
untuk dilakokan pcmeriksaan kendaraan baik 
kebersihan..mesin maupun untuk istirahat. Sedangkan 
untuk Kcndaraan J'-~l..LJP atau Angkutan Kcta yang akan 
melarqutkan perjalanan diarahkan ke jalur keberangkatan 

-

I 

PPNS 

• 

Kepala 
Terminal 

PELAKSANA 

Pengemudi Penguji 
Pengatur 

IaIin

• 
Petugas 

Terminal 

-
MUTUllAKU 

Kelcngkapan Waletu 

KPS, SINK dan SlUK 5rnnt 

-

Outpat 
Jumlah 
PersonfI 

Satang 

2 orang 

Kelerangan 

3 Kepala Terminal mengkoordinasikan kepada PPNS dan 
penguji untuk melaksanaken pemeriksaan adminisbasi 
perjalanan dan kclaikan kendaraan di Terminal. Baik 
Kendaraan yang Parkir maupun kendaraan yang akan 
melanjutkan perjelanan 

.--­ 10 mnt 2 orang 

4 PPNS memeriksa kelengkapan surat-eurat administrasi 
perjalanan kepada pengemudi AKDPetau Angkutan 
Kota yang akan berangkat 

Smnt 2 orang 

5 

6 

7 

Pengujt Kendaraan Bermoroe memeriksaa kelaikan 
kendaraan dan alat kelcngkapen keselamatan kendaraan 
kepada para pengemudi 

kendaraan yang dinyatakan Iulus ujidapet 
dibcrangkatkan oleh Kepala terminal. 

Kepela Terminal mcmerintahkan ke petugas terminal ke 
antrian jadwal keberangkaten dengan menghitung 
jumlah penumpang naik dari dalam terminal 

.. 
Va.,

~ 
Ttdak • .,

•~. 

lOmnt 

5mnl 

2 orang 

1 Orang 

2 orang 

,.
 




